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Abstrak

Islam sebagai agama samawi merupakan agama dengan tingkat universal
yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan kemaslahatan dari
segala lini pada setiap pengikutnya. Hal serupa juga diterapkan pada hukum
Islam, atau dalam hal ini disebut nash. Nash dalam Islam erat kaitannya
dengan hukum mutlak yang harus ditaati oleh setiap umatnya. Dalam
penerapannya, nash kadang kala dianggap sebagai hukum yang tidak adil.
Namun dalam sudut pandangan lain, nash kerap kali menunjukan arah
positif terhadap kemaslahatan umat. Penelitian ini akan membahas tentang
pola pandang nash terhadap kemaslahatan umat. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan studi kasus mengenai beberapa perkara yang
membutuhkan nash sebagai dasar hukum atas perkara tersebut. Adapun
perkara yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini adalah aborsi,
penggunaan plasenta binatang untuk kosmetik, serta pembakaran mayat.
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembakaran mayat menurut nash dan
pertimbangan lain dinyatakan haram kecuali tidak ada pilihan lain,
penggunaan plasenta binatang untuk kosmetik dinyatakan halal dan haram,
tergantung dari jenis apa hewan yang digunakan, apakah halal atau haram.
Adapun kasus aborsi disini memiliki dua hukum yang berbeda, halal apabila
dalam konteks medis, sedang haram apabila konteks kasus perkosaan atau
tindak negatif lainnya.

Kata Kunci: Nash dan Tuntutan Maslahah

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama samawi merupakan agama yang universal.
Kehadirannya untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap alam (rahmatan lil
‘alamin). Dalam terminologi Ushul Figh, syari’at diturunkan Allah kepada hamba-
Nya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ini bisa
diwujudkan apabila syari'at itu dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan

kepatuhan (al-ta ‘abbud) yang tulus dan menghindari diri dari golongan hawa nafsu.
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Sumber syari‘at Islam yang utama adalah al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab
itu, para ulama ushul figh kontemporer lebih cenderung memilih bahwa yang
menjadi sumber utama hukum Islam (mashadir al-ahkam) adalah Al-Quran dan
sunnah, karena keduanya disepakati ulama ushul figh klasik dan kontemporer sebagai
sumber primer hukum Islam. Al-Quran pada mulanya diwahyukan sebagai respon
terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih
luas lagi. Al-Quran dijadikan sumber utama kemudian sunnah menjelaskan yang
global, mengkhususkan yang umum, membatasi yang mutlak sehingga ia menjadi
penjelas dan penyempurna al-Qur'an.

Dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat zaman modern yang
menimbulkan persoalan hukum baru, diperlukan suatu metode penetapan hukum
yang dapat menjawab persoalan hukum yang baru. Penetapan hukum atas persoalan-
persoalan kontemporer tidak cukup mengandalkan dan mengembalikan persoalan
pada Al-Quran dan sunnah, karena harus diakui bahwa Al-Quran hanya memuat
sebagian hukum-hukum terinci, sementara sunnah terbatas pada kasus-kasus yang
terjadi pada masa Rasul SAW., maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru
diperlukan adanya ijtihad.

Dalam berijtihad, para sahabat mengandalkan bakat tasyri' yang terbentuk
melalui bimbingan langsung Rasul dan dengan mengerahkan segenap kemampuan
mereka dalam menetapkan hukum dengan memperhatikan asrar at-tasyri (rahasia-
rahasia perundang-undangan) dan mabadi ammah (prinsip-prinsip umum).
Terkadang mereka melakukan giyas atas persoalan yang tidak ada nash-nya dengan
perkara yang sudah ada nash-nya. Pada kesempatan yang lain mereka juga
menetapkan hukum dengan memperhatikan mashlahah atau menolak mafsadah.
Mereka tidak membatasi kemaslahatan yang wajib dijaga sehingga ijtihad mereka
terhadap persoalan yang tidak ada nash-nya menjadi luas, mencakup dan
menampung kebutuhan dan kemashlahatan. manusia.

Seiring perkembangan zaman dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam
sementara para pakar yang ahli dalam bidang hukum Islam berjauhan tempat
tinggalnya antara satu dengan lainnya, maka segala persoalan yang baru muncul
tidak dapat diselesaikan dengan bersumber pada Al-Quran, sunnah, ijma dan giyas
semata. Hal itu karena pemahaman mereka terhadap suatu nash sudah berbeda-beda

dan kemashlahatan yang dituntut juga tidak sama karena perbedaan lingkungan dan
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daerah yang didiami para mujtahid. Sehingga lahirlah bermacam-macam metode
istinbath hukum seperti istihsan, istishlah (mashlahah mursalah), urf, istishab, dan
syar'u man gablana. Metode istinbath hukum tersebut selanjutnya menjadi objek
kajian 'ilm ushul al-figh.

Metode istinbath hukum itu, dalam ilmu ushul figh dikelompokkan
pembahasannya bersama-sama dengan Al-Quran dan sunnah, kemudian dinamakan
dengan al-adilah asy-syar'iyyah (dalil-dalil syara). Pengelompokan tersebut
sebenarnya kurang tepat disebabkan adanya perbedaan-perbedaan antara al-Quran
dan sunnah di satu sisi dengan metode-metode istibath hukum di sisi lain. Al-Quran
dan sunnah merupakan sumber hukum, sedangkan giyas, istihsan, istishlah dan
lainnya merupakan cara-cara yang ditempuh oleh para mujtahid dalam menetapkan
hukum guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan
sunnah.

Dalam menghadapi kondisi zaman yang modern dan persoalan-persoalan
kontemporer saat ini, ijtihad adalah solusi yang terbaik dan merupakan sebuah
keniscayaan dalam mereformasi dan mereaktualisasikan hukum Islam. Ulama figh
tidak boleh terlelap di dalam cahaya kemajuan dan senantiasa melakukan
reaktualisasi hukum, agar hukum yang ada benar-benar mengandung kemaslahatan.
Asy-Syatibi berpendapat, tujuan utama dari syari'ah ialah utnuk menjaga dan
meperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut dengan daruriyyat, hajiyyat dan
tahsiniyyat.

Tujuan hukum Islam (maqgasid asy-syari'ah) adalah menetapkan hukum di
antaranya yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
benda. Antara magasid asy-syari‘ah dan mashlahah mempunyai kesamaan prinsip
yaitu terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kerusakan, keduanya
terdapat hubungan penetrasi dan relevansi yang erat. Ketika berbicara tentang teori-
teori mashlahah, di dalamnya masuk juga prinsip-prinsip magasid asy-syari’ah dan
begitu juga sebaliknya. Tujuan dari kategori tersebut adalah untuk kemaslahatan
kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat.

Sebanarnya produk-produk pemikiran hukum Islam yang dihasilkan melalui
ijtihad pada kenyataannya terikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh.
Timbulnya inovasi-inovasi baru yang merubah sikap hidup, menggeser sudut

pandang dan membentuk pola alur pikir, menimbulkan pula konsekuensi dan
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membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan ini, bagi seorang
muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan iptek, tidak harus
dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nash secara konfrontatif, tapi harus dicarai
pemecahannya secara ijtihad. Sementara itu ijtihad Nabi SAW. dan juga ijtihad yang
pernah dilakukan Umar bin Khattab kiranya telah cukup membangkitkan dan
memotivasi diri para Fugaha untuk diambil sebagai referensinya. Tidak dipungkiri
bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum lebih cepat dinamika dan laju
jalannya daripada perkembangan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, penyegaran dan pembaharuan hukum Islam mutlaqg
diperlukan untuk menetapkan hukum-hukum yang lebih sesuai dengan kondisi
zaman dan memperhatikan tujuan pensyariatan hukum itu sendiri. Munculnya
gerakan pembaharuan Islam di Indonesia membawa angin segar kearah pembaharuan
pemikiran Islam termasuk pembahruan hukum Islam.

Dalam melahirkan sebuah keputusan hukum harus memiliki dasar
pertimbangan dan metode istimbath (penetapan hukum) yang dibangun dengan
mengadopsi alur pemikiran ulama salaf. Ijtihad yang dilakukannya tetap bersumber
pada al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama dan melalui istimbath
hukum. Metodologi pengambilan istimbath hukumnya sebagai berikut; pertama,
mencari keterangan dari al-Qur’an termasuk meneliti fafsir bil ma tsur dan tafsir bi
al-ma’qul al-mahmud. Bila terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran,
penelitian secara sunguh-sunguh segera dilakukan. Kalau perlu dilakukan tarjih.
Kedua, bila tidak terdapat dalil al-Qur’an, keterangan atau dalil dari sunnah dicari.
Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad
maupun matan, sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan. Ketiga, jika tidak
terdapat juga dalil dalam sunnah, atsar Sahabat dicari dengan cara yang sama pada
butir kedua, tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan al-Qur’an dan as-
Sunnah yang sahih, termasuk di dalamnya ijma’ sahabat. Keempat, jika tidak
terdapat dalil dari al-Qur’an dan sunnah atau atsar sahabat, metode giyas, istihsan,
dan maslahah al mursalah digunakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah
ibadah (mahdlah) digunakan kaidah “semua dilarang kecuali yang diperintahkan”,
sedangkan dalam urusan sosial keduniaan (maslahah al-mursalah) yang digunakan
kaidah “semua boleh kecuali yang dilarang”. Juga, selalu tidak dilupakan petunjuk

dalam masalah keduniaan “antum ‘alamu bi umuri dunyakum”. Metode ‘urf
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termasuk dalam kaidah ini bisa dilakukan sepanjang tidak berlawanan dengan al-
Qur’an dan sunnah.

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dan pertama. Berkaitan dengan
sumber hukum pertama, yaitu al-Qur’an, dikatakan ia (al-Qur’an) bersifat gath’iyy
al-wurud (periwayatannya meyakinkan); akan tetapi dari segi penunjukannya, al-
Qur’an kadang-kadang gathiyy al-dilalat (pasti) dan kadang-kadang zhaniyy al-
dilalat (tidak pasti, samar). Berkenaan dengan sumber hukum kedua yaitu as-Sunnah.
Adapun kedudukan yang kedua adalah as-Sunnah, as-Sunnah dalam tasyri’ Islami
mempunyai fungsi sebagai, (1) penguat (tawkid) terhadap hukum-hukum yang telah
ada dala al-Qur’an (2) penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang mujmal, umum
atau mutlak; dan (3) menetapkan hukum (“baru”) yang tidak ditetapkan dalam al-
Qur’an.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi. Beberapa
persoalan yang menggunakan metode istishslah adalah menjawab persoalan-
persoalan kontemporer terutama dalam bidang muamalah yang selama ini sering
ditanyakan sebagian ummat Islam kepada para kyai atau lembaga fatwa lainnya.
Namun, dalam beberapa keputusan harus menjelaskan dasar pertimbangan dan
kriteria maslahat yang digunakan tersebut seperti dalam kajian Ushul figh, banyak
sekali macam dan tingkatan maslahah yang menjadi kajian objek ushul figh. Dari
berbagai macam maslahat tersebut ada yang diterima dan ditolak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan kajian hubungan
antara penggunaan nash dengan tuntutan maslahah yang menjadi pertimbangan

dalam membuat hukum yang bersifat kontemporer dalam bidang muamalah.

Metode Peneletian

Metode yang digunakan dalam penggunaan nash dan tuntutan maslahat
dalam membuat keputusan-keputusan hukum Islam adalah pertama, mencari
keterangan dari Alquran, bila terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran,
penelitian secara sungguh-sungguh atau diadakan al-tarjih, tharigat al-jam i. Kedua,
bila tidak terdapat dalam Alquran, keterangan atas dalil dari Sunnah dicari. Bila
terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun
matan, sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan. Ketiga, jika tidak terdapat
juga dalam Sunnah, atsar sahabat yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW.

Keempat, Jika tidak terdapat dalil dari Alquran dan Sunnah atau atsar shahabat,
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metode Qiyas, istihsan, dan mashlahah al-mursalah digunakan dalam masalah
sosial.

Dalam masalah ibadah (mahdlah) digunakan kaidah ’semua dilarang kecuali
yang diperintahkan”, sedangkan dalam urusan sosial keduniaan (maslahah al-
mursalah) digunakan kaidah “semua boleh kecuali yang dilarang”. Juga, selalu tidak
dilupakan petunjuk dalam masalah keduniaan “antum a’lamu bi umuri dunyakum”.
Metode 'urf termasuk dalam kaidah ini bisa dilakukan sepanjang tidak berlawanan

dengan Alquran dan Sunnah.

Pembahasan
A. Membakar Mayat Korban Bencana Alam

Pemeliharaan jenazah dalam berbagai sistem keyakinan dilakukan dengan
jalan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Islam amat menghormati jenazah sesuai
dengan ajaran Rasulullah, sebagaimana ada juga pada sistem kepercayaan lain,
walaupun konsep menghormati dan memelihara berbeda-beda.

Akhir-akhir ini dengan banyaknya bencana alam akibat gempa dan
tsunami mengakibatkan korban manusia meninggal tidak terhitung sehingga
menimbulkan masalah yang berkaitan dengan proses penguburannya. Dalam M.
Abdurrahman, disebutkan Ali Jam’ah, Mufti Mesir berpendapat, “Bolehnya
membakar bangkai-bangkai manusia korban gempa Asia untuk menghalangi
tersebar luasnya wabah dan penyakit”. (Al-Alam Al-Islami, Koran Mingguan:
31 Januari 2005). Fatwa tersebut tergolong baru dan berani karena secara nash-
nash, baik Al-Qur’an maupun hadist, implisit dan eksplisit, jenazah harus
dikuburkan karena kedudukan manusia yang harus dihormati, padahal pada
zaman modern sekarang seperti tidak ada kesulitan untuk mengangkut dan
mengubur jenazah karena banyak alat-alat berat yang bisa digunakan. Alasan Ali
Jam’ah ialah kemaslahatan dan kaedah-kaedah yang digunakan, sebagai kerangka
teori ialah: 1. Dar al-mafsid mugaddam ‘ala jalb al-mashlih; 2. Izda ta’aradat
mafsadatani tujunniba asyaddahuma bi irtikabi akhaffihima,; 3. Al-Mashalih al-
muta’addiyah muqaddamah ala al-mashalih al-ghasirah”. Kaedah tersebut tentu
berkaitan dengan maslahat dan mafsadat yang terjadi pada menusia ini, yaitu

manusia yang hidup harus lebih diperhatikan dari ada yang mati.
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Dalam merespon persoalan tersebut, ulama Hisbah mengkaji dengan
pendekatan Bayani dan aspek maslahat dan mafsadat memberikan kesimpulan
bahwa, “Membakar mayat hukumnya haram kecuali bila tidak didapat jalan yang
lain.”Kesimpulam ini berbeda dengan Ali Jum’ah yang langsung membolehkan
membakar mayat korban bencana alam karena alasan kemaslahatan sementara
tuntutan nash diabaikan.

Dalam pandangan M. Abdurrahman, seorang ulama Hisbah yang
menyampaikan makalah persolan di atas bahwa kemunculan fatwa bolehnya
membakar mayat bila akan terjadi bahaya dan berjangkitnya wabah karena mayat
berserakan. Ditambah jenazah akibat bencana alam yang biasanya ditemukan
oleh relawan, sementara tenaga yang ada terbatas, bahkan amat minim, baik
medis maupun yang lainnya tentu harus bertindak cepat untuk memelihara
jenazah ini. Bangkai-bangkai manusia yang berserakan perlu segera
diselamatkan. Pertama, penyelamatan dari serbuan binatang dan yang kedua,
agar tidak menyebar bau menyengat dan penyakit-penyakit lainnya.

Masih menurut Abdurrahman langkah-langkah yang harus di tempuh
dalam kasus-kasus seperti ini adalah sebagai berikut:

1) Sedapat mungkin segera menguburkannya dengan cara apapun

dengan mengerahkan alat-alat berat.

2) Menutup dengan apa saja yang memungkinkan jenazah terlindungi.

3) Disemprot dengan obat penghilang bau dan pembunuh kuman.

4) Di masukkan ke kantong-kantong plastik untuk dievakuasi

Jadi, pembakaran harus dihindari mengingat berbagai aspek yang ada,
seperti akidah dan syariah, psikologis, sosiologis-antropologis, dan yuridis.
Bahwa sulit menguburkan, mungkin terjadi, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka
selama ada bumi dan tanah jenazah agar dikuburkan sedapat mungkin. Dilihat
dari unsur teologis dan syari’ah pembakaran jenazah merupakan tidakan yang
“tampaknya” menentang agama (Islam). Dilihat dari unsur psikologi jasad
manusia mestinya dihormati secara baik karena ada hadis yang menerangkan
tentang larangan mencederai mayat dan mematahkan anggota badannya, apalagi
dengan dibakar. Secara sosiologis nilai-nilai dasar kemanusiaan harus menjadi
perhatian, sebagaimana dari aspek antropologis yang akan menyinggung

“perasaan” kemanusiaan jika mayat di bakar.
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Tuntutan nash menurut Abdurrahman bahwa jenazah muslim harus
dikuburkan sebagai penghormatan. Sebagaimana dalam hadis-hadis berikut ini:
A a5 085 W 106 e il (e p (U GlS 8N Aiabghadlal) fe als Y Ae
- Tole 4Rl 50 Ay B ) (AL 5 8552888 55 s IAEY 5 4305 945885 g el b5l ) 08

ichAJ\ b\})

Dari lbnu Abas, ia berkata, “Tatkala seorang laki-laki wukuf bersama
Rasulullah saw. di Arafah, tiba-tiba ia jatuh dari untanya sampai patah
lehernya. Maka hal itu diterangkan kepada Nabi saw., beliau bersabda,
‘Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan
pakainnya (pakain ihramnya) itu. Janganlah kalian mewangikannya serta
janganlah  menutupi  kepalanya. karena sesungguhnya Allah akan
membangkitkannya pada hari kiamat sambil bertalbiyah’”. H.R. Al-Jama’ah.

Ua o &8 call e 428 8 (Au.,«_dc A d Ot Gl aute e

Dari Aisyah, bahwasannya Rasulullah saw. telah bersabda, ”Mematahkan tulang
mayit sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup. H.r. Abu Daud.

Senada dengan fatwa Ali Mustafa Yaqub imam masjid Istiglal Jakarta bahwa
pembakaran jenazah korban bencana alam seperti korban musibah tsunami Aceh
tidak diperbolehkan karena tidak menghormati kemanusiaan selain memang
dilarang berdasarkan hadis (seperti hadis di atas) juga membakar mayat
menurutnya rentan menimbulkan kerusakan seperti menimbulkan penyakit.

Adapun bolehnya membakar mayat korban bencana alam menurut
Abdurrahman apabila berbagai macam cara pemeliharaan jenazah menjalani
kebuntuan, maka hukum terakhir diserahkan kepada mujtahid untuk meneliti
kerajihan dan kemajruhannya, dengan pembakaran atau dibiarkan, padahal
jenazah manusia memerlukan perhatian khusus sebagai mana disebutkan diatas
dengan memperhatikan kaidah-kaida figh berikut:

i3l £ 555 5%l
Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang

&)3:«3)33?;,;33‘4&3" /’C_}ju
Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, adalah menurut kadar
halangannya

Sl D30 caal L)

Menempuh salah satu tindakan yanglebih ringan dari dua hal yang berbahaya
itu wajib

8 Syntax Literate, VVol. 2, No. 4 April 2017



Penggunaan Nash dan Tuntutan Mashlahah

LR DY okl
Menghilangkan kemadaratan tidak boleh dilakukan dengan cara yang
mendatangkan madarat (lainnya)

cliaddl Gl e 2384 alaall ¢ 5

Menghindari madarat atau bahaya harus didahulukan atas mencari maslahat
atau kebaikan

Dengan demikian fatwa Dewan Hisbah masih mengutamakan penggunaan

nash yakni tetap harus diusahakan penguburan jebazah korban bencana alam.

Namun, bila dalam kondisi darurat tidak dimunghkinkan untuk dikuburkan maka

membakar mayat adalah pintu terakhir.

B. Aborsi Korban Pemerkosaan

Aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, yang berarti gugur
kandungan atau keguguran, dalam bahasa Arab disebut isqatu al-hamili al-jihad.
Sedangkan secara terminologis, menurut Sardikin Gina Putra, dalam makalahnya
tentang Pembaruan Hukum Pengguguran Kandungan, aborsi adalah pengeluaran
hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi itu dapat lahir secara alamiah
dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.

Para fukaha telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan
(aborsi) sesudah ditiupkan ruh adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena
perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, oleh karena itu
diwajibkan kepada pelakunya untuk membayar diyat jika janin keluar dalam
keadaan hidup dan membayar gurrah jika ia keluar dalam keadaan mati.

Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah
Muhammad Ramli dalam kitabnya al-Nihayah, dengan alasan karena belum ada
makhluk yang bernyawa. Adapun ulama yang mengundang hukumnya makruh,
alasannya adalah karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Ulama
yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan ruh antara lain, Ibnu Hajar dalam
kitabnya At-Tuhfah, Al-Gazali dalam kitabnya Thya ‘Ulim al-Din, Syekh Syaltut
dalam kitab Al-Fatwa, mereka mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi)
sebelum ditiupkan ruh karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah

ada kehidupan yang patut dihormati.
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Berdasakan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejak
bertemunya sel sperma dan ovum dan telah terjadi pembuahan maka aborsi
dipandang sebagai suatu kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum
benyawa, sebab sudah ada kehiduan (hayat) pada janin (embrio) yang sedang
mengalami pertumbuhan.

Berkenan dengan hukum aborsi tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah
memfatwakan secara rinci pada tahun 2005 yang intinya:

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan
sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati, seperti halnya
perempuan hamil menderita sakit fisik berat dimana kehamilannya
mengancam nyawa Si ibu, contoh lainnya adalah janin yang dikandung
dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak, sulit disembuhkan.

2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan
sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Demikian paparan tentang beberapa pokok-pokok pikiran mengenai
hukum aborsi beberapa pertimbangan yaitu:

Pertama: Pertimbangan nash, seperti firman Allah swt. dan hadis-hadis

Rasulullah berkenaan dengan masalah pembunuhan anak, antara lain antara lain:

esswuadwwem,\ \;ﬁi‘iéﬁb&lg}h@\j\g}@ﬁg\;ﬂﬁ Kile }’Sﬁ;éj’;uéﬁi ) iad
Sl 4y S 2S00 AT V) A 238 (A Gual) VI Y 5 Gl L Lede D L (il a1 153068 W 5 ) 5

10

O slaas

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu, vyaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh
anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki
kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi,
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang  benar”. Demikian itu yang
diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Q.s. Al-
An’an:151
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Al Eand Y H0 5 025 Al Bl s s 2l V) b s S5 15
i B3 2 3al 135 s S ey

Apabila bayi — bayi perempuan yang dikubur hidup — hidup ditanya, karena dosa
apakah dia dibunuh. Q.s. At Takwir 8 —9

Glf GRIL gh 5% b a5 41 06 b e e § ol g adle B0 JEia o0 Bl 06 s o) e
Gie — A AR 305 41 O ¢l £ Gl Glaa aaday 1 LSS S5 B 5 08 ¢l £ Gl adead I )
ale

-

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata; " Aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Dosa
apakah yang paling besar dalam pandangan Allah™ ? Beliau menjawab, "Engkau
menyekutukan Allah padahal la telah menciptakanmu’, aku bertanya kembali,
“Lalu apalagi® ? Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena khawatir
ia akan ikut makan bersamamu’, aku bertanya kembali, "Kemudian apalagi~ ?
Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu™ ". Muttafaq A’laih

Kedua, kaidah-kaidah fighiyyah, antara lain:
ca3shad it
“Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”
L&jﬁ}%g;g’m J 7l &
“Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, adalah menurut kadar
halangannya”

Sanl5 G0l caal L&)
“Menempuh salah satu tindakan yanglebih ringan dari dua hal yang berbahaya
itu wajib”’

5l 015 Y sl
“Menghilangkan kemadaratan tidak boleh dilakukan dengan cara yang
mendatangkan madarat (lainnya)”

Aiadll s e 238 alidd) ¢
“Menghindari madarat atau bahaya harus didahulukan atas mencari maslahat
atau kebaikan”

Jadi, Islam membolehkan untuk melakukan aborsi dengan mengorbankan
janin karena untuk menyelamatkan nyawa calon ibu. Nyawa seorang ibu

diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai
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12

kewajiban, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan si
janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidupm ia belum mempunyai hak, seperti
hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.

Hukum tersebut dapat pula berlaku bagi perempuan hamil korban
perkosaan yang mengakibatkan stres berat, kalau tidak digugurkan

kandungannya, maka ia akan sakit jiwa atau gila.

Plasenta untuk Bahan Kosmetik

Plasenta berasal dari bahasa latin placenta yang berarti Kue datar/kempis.
Dalam bahasa sehari-hari disebut plasenta atau tembuni muncul keluar pada saat
bayi dilahirkan. Seperti diuraikan dalam kamus al-Maurid, plasenta adalah
penutup janin yang keluar bersama janin ketika persalinan. Berbentuk kue
cakram dan mempunyai garis tengah kira-kira 20 cm, dan tebal kira-kira 3 cm,
beratnya kurang lebih 500 gram. Plasenta merupakan bagian organ tubuh yang
menghubungkan antara ibu dan bayi.

Seiring dengan perkembangan zaman, melalui riset intensif di Swiss,
Plasenta bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan. Obat-obatan
dan kosmetik dari Plasenta tersebut ada produk yang bahan bakunya dari plasenta
binatang, ada juga yang dari plasenta manusia. Adapun dalam pemakaiannya, ada
yang dimakan, diminum dan dioles pada kulit seperti bedak dan krim.

Produk obat-obatan dan kosmetik dari plasenta sangat diminati kaum
hawa karena bermanfaat untuk kesehatan kulit, kelembutan dan kehalusan kulit
serta menjaga kekenyalan kulit dan kelembaban. Selain itu juga dapat
mengurangi kerutan, menjaga ketahanan tubuh, mengurangi ketegangan saat
haid, dapat menunda menopause sindrom dan menstabilkan berat badan. Tidak
mengherankan, bila produk obat-obatan dan kosmetik dari Placenta banyak
digunakan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para ulama Hisbah PERSIS pada
sidangnya yang ke VII tanggal 14 Agustus 2005 di PC Persis Lembang telah
melakukan kajian mendalam, apakah umat Islam boleh menggunakan obat-
obatan dan kosmetik dari plasenta, atau tidak.

Setelah melakukan kajian mendalam tentang berbagai aspek terkait
dengan obat-obatan dan kosmetik dari plasenta, para ulama Hisbah

mengemukakan kesimpulan-kesimpulan, bahwa;
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1) Kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang halal hukumnya halal.

2) Kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang haram hukumnya
haram.

3) Kosmetik dan obat-obatan dari plasenta manusia hukumnya haram.

Dalam pembahasan makalahnya, Taufiq Rahman Azhar, menegaskan
bahwa selama pengamatan yang dilakukannya, belum ada para sahabat, para
tabi’in dan para imam yang menyatakan plasenta najis. Sebab, plasenta
merupakan jaringan yang terbentuk bersama janin yang merupakan barang sisa
Klinis, dan bukan darah nifas. Karenanya, jika plasenta dimanfaatkan untuk
kepentingan kosmetika hukumnya boleh. Istinbathnya tersebut didasarkan pada
kaidah fiqih; “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal
sesuatu yang berbahaya adalah haram” (Taufig Rahman Azhar, 2005).

Adapun plasenta manusia, demikian Rahman, yang dikonsumsi dengan
cara dimakan dan diminum hukumnya haram. Hal tersebut didasarkan pada
temuan penelitian yang memasukkan plasenta sebagai suatu endrocrine organ
tubuh. Karenanya, memakan plasenta sama dengan memakan janin/bayi.
Sedangkan jika hanya dimanfaatkan dengan tidak dimakan (dioles atau
digosokkan), hukumnya boleh. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits Nabi;
“Mengapakah tidak kalian ambil kulitnya, lalu kalian samak, lalu kalian
manfaatkan?” mereka menjawab: Kambing itu sudah menjadi bangkai. Nabi
bersabda: yang diharamkan hanyalah memakannya”. (H.R. Jama’ah).

Kesimpulan Ulama Hisbah yang ketiga, seperti disebutkan di atas,
bersifat umum. Plasenta manusia yang dijadikan obat atau kosmetik, baik
digunakannya dengan cara dioles atau digosok, maupun dengan cara diminum
dan dimakan, hukumnya haram. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah
dan diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kesimpulan ini berdasarkan nash
al-Qur’an yang menunjukan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia:

Soall IR (e i e gt s bl (e U555 a5 oAl b dhliln 5 aaie 5 158 ol
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka
di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan. Q.s. Al-lIsra:70

Bahkan, dalam beberapa riwayat hadits, kemuliaan manusia mencakup

darah, kehormatan dan hartanya.
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o 05 2 &0 5Ty a0 el 5 afelan G18 08 i e i ia d 055 U e o 2
Dari Ibnu Abas sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Maka sesungguhnya
darah-darah, harta-harta, dan kehormatan kamu, haram atas kamu (wajib kamu
pelihara). H.R. Al-Bukhari

Menurut Taufiq Azhar, Firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Mengenai larangan memakan dan memanfaatkan barang yang haram, antara lain:

Rl s A Ao V5 E0 S Shalal a4l ) Jal g sl 815 2005 300 e 258 &)

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah;
tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan
tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. Q.S. An-Nahl:115.

Dengan nash-nash di atas dijadikan dalil oleh ulama Dewan Hisbah
bahwa menjadikan organ tubuh manusia sebagai obat, kosmetika atau penguat
hubungan seksual adalah hukumnya haram, karena merupakan bentuk penodaan
terhadap kemuliaan manusia. Karena bagaimana pun penodaan organ tubuh
manusia baik selama hidup atau mati hukumnya sama-sama dilarang.

Pengharaman keputusan Dewan Hisbah kosmetika dari bahan plasenta
merupakan kesimpulan dari nash baik al-Qur’an dan hadis juga menimbang
aspek maslahat dimana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan jiwa (hifdzu
nafs) dan mencegahnya dari perbuatan yang merusak jiwa termasuk tubuh
manusia, walaupun plasenta mengandung manfaat namun nilai dan kedudkan

manusia lebih utama.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas tentang Hubungan antara Penggunaan

Nash dan Tuntutan Maslahah akhirnya dapat disimpulkan hasil penelitian dan

sekaligus menjawab pertanyaan masalah sebagai berikut:

1.

14

Dasar pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusan hukum Islam yang
berhubungan antara penggunaan nash dan tuntutan mashlahah adalah berkaitan
dengan pertimbangan pemeliharaan agama (hifdz ad-din), pemeliharaan jiwa
(hifdz nafs) dan pemeliharaan akal (hifdz ‘aql).

Dalam bidang mu'ammalah Dewan Hisbah Persis berprinsip pada kaidah "antum

a'lamu  bi  umuri dunyakum" (kalian lebih mengetahui dalam urusan
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keduniaan/mu’ammalah). Dalam hal ini, Dewan Hisbah Persis lebih fleksibel
dalam mengambil keputusan hukumnya. Ruang metode mashlahah lebih luas
sebagai bahan pertimbangan dalam istinbaht hukumnya. Akan tetapi, maslahah
yang berorientasi pada menjaga agama (hifdz ad-din) yang lebih diutamakan
ketimbang menjaga jiwa (hifdz nafs) dan menjaga akal (hifdz ‘aql).

3. Dalam kasus membakar mayat korban bencana alam, dasar pertimbangan dari
istinbath ini adalah aspek syariat, psikologis, sosiologis-antropologis, dan yuridis
yaitu membakar mayat hukumnya haram kecuali bila tidak didapat jalan lain.

4. Untuk aborsi korban pemerkosaan kecendrungan dalam istinbath ini pada
prinsipnya bahwa nash mengharamkan untuk memutuskan nyawa manusia
termasuk janin. Dewan Hisbah Persis, mengambil istinbath yaitu Aborsi
provocatus criminalis (pengakhiran kehamilan bukan atas dasar indikasi medis)
sejak terjadi konsepsi (pembuahan) hukumnya haram, aborsi provocatus
terapeuticum (pengakhiran kehamilan atas dasar indikasi medis) hukumnya boleh
dan aborsi akibat perkosaan sejak terjadi konsepsi hukumnya haram. Penggunaan
nash lebih diprioritaskan dalam dalam mengambil istinbath ini. Dan apabila ada
indikasi yang mafsadat baik bagi anak dan ibu, maka diperbolehkan untuk
melakukan aborsi.

5. Kasus terkhir yaitu menjadikan plasenta sebagai bahan kosmetik, ada katagori
plesenta yang katakan halal dan haram bagi penggunaan bahan kosmetik dan
obat-obatan yaitu kosmetik dan obat-obatan dari plesenta binatang yang halal
hukumnya halal dan kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang haram
dan plesenta manusia adalah hukumnya haram. Secara umum, kecendrungan
istinbath ini adalah tuntutan maslahah diprioritaskan karena dalam upaya
pengobatan tetapi plasenta yang dijadikan kosmetik dan obat-obatan berasal dari
binatang yang halal. Namun, apabila plesenta dari binatang haram dan manusia

maka plasenta tersebut haram untuk bahan kosmetik atau obat-obatan.
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